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A.  Latar  Belakang Masalah 
Pajak adalah iuran wajib yang diberikan untuk setiap pajak atas barang pajak 
yang dimilikinya dan hasil yang diterima dari pajak dan diserahkan kepada 
pemerintah. Jenis pajak diindonesia antara lain pajak penghasilan, pajak 
pertambahan nilai, pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Progresif , Pajak Hiburan, 
Pajak Hadiah, dan lain-lain. Pada umumnya,  pembangunan nasional di suatu 
negara diselenggarakan oleh masyarakat dengan pemerintah. Sehingga dalam 
keberhasilan pembangunan nasional, peran pendapatan nasional sangat penting 
mengingat sumber pendanaan pajak merupakan pendukung utama dalam 
pembangunan nasional. 
Menurut pemungutannya pajak di Indonesia dikelompokan menjadi dua 
antara lain pajak pusat dan pajak daerah Terkait dengan pajak daerah, perannnya 
juga sangat penting sebagai sumber Pendapatan Daerah dan sebagai penopang 
Pembangunnan Daerah, karena Pajak daerah merupakan salah satu Sumber 
Pendapatan asli Daerah. (Sumber : http://eprints.dinus.ac.id/8635 ) 
  Berdasarkan  Undang-Undang No. 28 tahun 2009 . Pendapatan Asli 
Daerah ialah sumber keuangan daerah yang didapat dari wilayah daerah 
bersangkutan terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan 





Pajak Kendaraan Bermotor tingkat provinsi merupakan pajak yang dipungut 
oleh pemerintah daerah tingkat 1. Kendaraan motor yang dimaksud meliputi semua 
kendaraan beroda beserta gendengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, 
dan digerakan oleh peralatan terknik berupa motor atau peralatan lainnya  berfungsi 
untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan 
bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang 
dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara 
permanen. 
Tujuan utama diterapkannya pajak kendaraan bermotor yang bersifat 
progresif adalah untuk mengejar peningkatan pendapatan pajak yang berakibat pada 
peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Kenaikan pajak yang terlalu besar akan 
menyebabkan permintaan pasar menjadi turun. Karena konsumen akan berfikir dua 
kali untuk membeli kendaraan beroda 4 maupun roda 2, terlebih lagi jika ingin 
memiliki kendaraan lebih dari satu. Jika pasar turun, maka akan menyebabkan 
penurunan produksi dan jumlah tenaga kerja tidak hanya di sektor otomotif, tapi 
juga industri pendukung laiinnya, seperti suku cadang, ban, dan lain-lain 
(Romadhin, 2015:2). 
Berlakunya penerapan pajak progresif atas pajak kendaraan bermotor 
menimbulkan dampak bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak 
negative. Dampak positif dari diberlakunnya pajak progresif kendaraan bermotor 
ini ialah berkurangnya jumlah kendaran bermotor, sedangkan bagi pemerintah 
daerah, dengan adanya berlakunya pajak progresif untuk kendaran bermotor 





Dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat yaitu masyarakat sebagai wajib 
pajak melakukan penyelundupan hukum untuk menghindari pembayaran pajak 
kendaraan bermotor yang lebih besar. Artinya seseorang yang memiliki kendaraan 
lebih dari satu dapat mengatasnamakan keluarganya ataupun pihak lain agar 
terhindar dari pajak progresif . 
Tujuan dari pengenaan pajak progresif ialah untuk intensifikasi pajak. Tapi,  
karena banyak masyarakat yang belum mengerti sepenuhnya tentang penerapan 
pajak progresif ini, menyebabkan tidak sedikit terjadi permasalahan  pada saat 
masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor, mereka ternyata harus membayar 
nominal lebih banyak disebabkan jumlah kndaraan yang terdaftar atas nama wajib 
pajak tersebut, walaupun sebenarnya kendaraan tersebut udah tidak dikuasai lagi 
olehnya. Hal ini sering terjadi Karena wajib pajak setelah menual kendaraan 
tersebut masih atas nama pemilik lama sehingga dikenakan pajak progresif terhadap 
kendaraan yang tidak dikuasainya lagi (Restyningsih, 2016:3). 
Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk membuat judul Tugas 
Akhir bagaimana pelaksaaan pembayaran, pemungutan tarif progresif pajak 
kendaraan bermotor di kota tegal dengan judul “ Implementasi Pemungutan Tarif 










B. Ruang Lingkup Pembahasan 
Ruang lingkup yang akan dibahas dalam penulisan laporan akhir adalah 
sebagai berikut : 
1. Apa dasar hukum dalam pemungutan tarif progresif pajak kendaraan 
bermotor? 
2. Bagaimana pelaksanaan pemungutan tarif progresif pajak kendaraan 
bermotor? 
3. Apa saja faktor penghambat dan solusi dalam pemungutan tarif progresif 
pajak kendaraan bermotor? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan  
1. Tujuan dari penulisan  
Tujuan dari penulis dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah : 
a. Untuk mengetahui dasar hukum dalam pemungutan tarif progresif pajak 
kendaraan bermotor. 
b. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan tarif progresif pajak 
kendaran bermotor. 
c. Untuk mengetahui faktor penghambat dan solusi dalam pemungutan tarif 
progresif pajak kendaraan bermotor. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Bagi Penulis 
Untuk memperluas wawasan dan menambah pengetahuan tentang 
implementasi pemungutan tariff pajak progresif wajib pajak 





b. Bagi Universitas Pancasakti Tegal 
Untuk menambah dan memperkaya bacaan di perpustakaan sehingga 
dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mengetahui tentang Pajak 
Kendaraan Bermotor, serta bermanfaat bagi pengajar dan mahasiswa 
Universitas Pancasakti Tegal. 
c. Bagi SAMSAT Kota Tegal 
Sebagai bahan evaluasi pemungutan tarif progresif pajak kendraan 
bermotor dan kebijakan yang di buat untuk meningkatkan 
penerimaan pajak kendaraan bermotor serta dapat mengatasi 
hambatan yang timbul berkaitan dengan tugas akhir ini. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode yang digunakan dalam menyusun Laporan Kuliah Kerja Praktek ini 
adalah : 
1. Metode Interview 
Pencarian data yang dilakukan dengan wanwancara dan Tanya jawab secara 
langsung kepada pihak yang bersangkutan untuk mengetahui tentang 
informasi yang diperlukan. 
2. Metode Observasi 
Pengumpulan data dilakukan dengan mengamati langsung terhadap objek 
yang menjadi bahan dalam penulisan. 
3. Metode Studi Pustaka 







GAMBARAN UMUM SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU 
ATAP (SAMSAT) KOTA TEGAL 
A.  Sejarah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kota Tegal 
Samsat ( Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) adalah salah satu 
sistem kerja sama secara terpadu antara polri, Dinas Pendapatan dan PT Jasa 
Raharja (Persero) dalam melakukan pelayanan untuk penerbitkan Surat Tanda 
Nomor Kendaraan (STNK) yang berkaitan dengan pemasukan uang melalui 
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
(BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 
(SWDKLJJ) dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan Kantor 
Bersama Samsat. 
Kantor bersama Samsat Kota Tegal merupakan salah satu tempat pelayanan 
publik guna pelayanan untuk menerbitkan STNK dan tanda nomor kendaraan 
bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui 
pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor 
(BBNKB), dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan 
(SWDKLJJ). 
B. Visi dan Misi 
1. Visi kantor SAMSAT Kota Tegal 
“Terwujudnya Pelayanan Prima Berbasis Teknologi 






2. Misi Kantor SAMSAT Kota Tegal 
a. Meningingkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat. 
b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia. 
c. Meningkatkan Identifikasi dan Keamanan Kepemilikan 
Kendaraan Bermotor. 
d. Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Pusat. 
C.  Struktur Organisasi 
Agar dapat memberikan wewenang dan tanggung jawab yang 
seimbang maka perlu dibentuk struktur organisasi yang baik sehingga tugas 
yang di berikan bisa dikerjakan efisiensi, sistematis dan terkoodinisir. 
Adapun struktur yang dimiliki sebagai berikut : 











Sumber : SAMSAT Kota Tegal 
KEPALA UPPD
Mujiono, S.H, M.H.
KA SEKSI PAJAK KENDARAAN 
BERMOTOR
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PENDAPATAN LAIN-LAIN, 
PENAGIHAN
RM. Andi Mulyono K, SE.,M.Si
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Sesuai dengan struktur organisasi UPPD Kota Tegal antara lain ditentukan 
tata kerja serta tugas di lingkungan UPPD Kota Tegal yang terdiri dari : 
1. Kepala UPPD  
a. Melaksanakan tugas teknik operasional dan/atau kegiatan terkait 
penunjang tertentu Badan di bidang pelayanan pendapatan. 
b. Penyusunan rencana teknis operasional pajak kendaraan bermotor, pajak 
lain-lain retribusi dan penagihan. 
c. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional pajak kendaraan 
bermotor, pajak lain-lain, retribusi dan penagihan. 
2. Ka. Sub. Bag Tata Usaha 
a. Menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan. 
b. Menyiapkan pengelolaan ketatausaan. 
c. Menyiapkan pengelolaan dan penyusunan progran dan kegiatan. 
d. Menyiapkan pengelolaan keuangan unit. 
e. Menyiapkan pengelolaan kepegawaian. 
f. Menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan aset. 
g. Menyiapkan kerja sama dan kehumasan. 
h. Menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi. 
i. Menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan. 







3. Ka. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor 
a. Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional dibidang pajak 
kendaraan bermotor. 
b. Menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis opetrasional dibidang 
pajak kendaraan bermotor. 
c. Menyiapkan rencana program kegiatan pajak kendaraan bermotor dan bea 
balik nama kendaranan bermotor meliputi pendataan, pelaporan dan 
keberatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan 
bermotor. 
d. Menyiapkan sosialisasi dan pegawasan penyelenggaraan dibidang pajak 
kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.\ 
e. Menyiapkan pelayanan konsultasi, administrasi dan teknis dibidang pajak 
kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. 
f. Menyiapakan evaluasi dan pelaporan dibidang pajak kendaraan bermotor 
dan bea balik nama kendaraan bermotor. 
g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  
4. Ka. Seksi Retribusi, Pendapatan Lain-lain dan Penagihan 
a. Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang retribusi, 
pendapatan lain-lain dan penagihan. 
b. Menyiapkan pengoorganisasian pelaksanaan teknis operasional di bidang 
retribusi, pendapatam lain-lain dan penagihan. 






5. Kelompok Jabatan Fungsional 
a. Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsiolnal masing masing 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
b. Melaksanakan pertanggungjawaban atas tugas-tugasnya kepada Kepala 
Unit, sesuai standar yang di terapkan. 
D.   Tata kerja, lokasi dan Wilayah SAMSAT Kota Tegal 
1. Tata Kerja 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPPD, Ka. Sub. 
Bag. Tata Usaha, Ka. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor, Ka. Seksi 
Retribusi, pendapatan lain-lain dan penagihan dan kelompok jabatan 
fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun 
antar satuan organisasi dilingkungan Unit sesuai dengan tugas pokok 
masing-masing wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi 
penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Kepala UPPD, Ka. Sub. Bag. Tata Usaha, Ka. Seksi Pajak 
Kendaraan Bermotor, Ka. Seksi Retribusi, pendapatan lain-lain dan 
penagihan dan kelompok jabatan fungsional bertanggungjawab 
memimpin dan mengkoordinasi bawahannya, memberikan bimbingan 
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Wajib mengikuti 
dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta 





Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit dari bawahannya 
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan 
laporan lebih lanjut. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, 
tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain 
yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Dalam 
melakanakan tugasnya, kepada UPPD dan unit organisadi di bawahnya 
wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka pemberian 
bimbingan kepada bawahan. 
2. Lokasi SAMSAT Kota Tegal 
SAMSAT Kota Tegal beralamat di Jalan Kapten Sudibyo, 
Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah 
Kode Pos 52133. 
3. Wilayah SAMSAT Kota Tegal\ 
a. Kondisi Geografis 
Kota Tegal berbatasan dengan kabupaten Brebes di sebelah barat 
laut jawa di sebelah Utara, serta Kabupaten Tegal di sebalah timur 
dan selatan Tegal terletak 165 km sebelah Barat Kota Semarang atau  
329 km Sebelah Timur Jakarta. Tegal memiliki lokasi yang strategis 
karena berada di jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa tengah, serta 
terdapat persimpangan jalur utama yang mengubungkan dengan 







b. Jumlah Penduduk  
Penduduk Kota Tegal sampai dengan Tahun 2017 276.734 jiwa 
dengan luas wilaya 39,68 km2 maka kepadatan penduduk 
perkilometer persegi adalah 6.974 jiwa. Adapun wilayah Kota 
Tegal terbagi dalam empat Kecamatan, yaitu : 
1) Kecamatan Tegal Timur. 
2) Kecamatan Tegal Selatan. 
3) Kecamatan Tegal Barat. 
















TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 
A. TINJAUAN TEORI 
1. Pajak 
a. Pengertian Pajak 
 Pajak yaitu kontribusi yang diharuskan guna kepentingan negara 
yang terutang untuk orang pribadi dan badan besifat memaksa. Pembayaran 
pajak merupakan salah satu wujud dari kewajiban negara dan peran wajib 
pajak supaya secara langsung melakukan kewajiban perpajakan untuk 
pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Mardiasmo, 2016:3). 
b. Fungsi Pajak 
Siti Resmi (2013:3) ada dua fungsi pajak, yaitu : 
1) Fungsi Anggaran (Budgetair) 
Pada fungsi anggaran pajak merupakan salah satu sumber dana 
bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 
2) Fungsi Mengatur (Regulerend) 
Fungsi mengatur pajak sebagai pengatur atau pelaksana 
kebijakasanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. 
c. Sistem Pemungutan Pajak 
Mardiasmo (2016:9) sistem pemungutan pajak digolongkan menjadi 







1) Official Assessment System 
Ialah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 
pemerintah (fiskus) untuk memastikan besarnya pajak yang terutang 
oleh Wajib Pajak.  
2) Self Assessment System 
Ialah sistem pemungutan pajak ini memberikan kepercayaan wajib 
pajak dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, 
melaporkan dan mempertanggung jawabkan sendiri atas pajak 
terutangnya. Semakin besar kesadaran diri wajib pajak terhadap 
pajak maka semakin besar keberhasilan pelaksanaan pajak. 
3) With Holding System  
Ialah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 
kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 
bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang 
oleh Wajib Pajak. 
d. Macam-macam Pajak 
Siti Resmi (2016:7) pajak dikelompokan menjadi tiga jenis yaitu 
berdasarkan golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutannya: 
1) Berdasarkan Golongannya 
a) Pajak Langsung 
Pajak Langsung adalah pajak yang tarifnya ditanggung 





yang lain. Dengan kata lain, proses pembayaran pajak harus 
dilakukan sendiri oleh wajib pajak bersangkutan.  
Misalnya : Pajak Penghasilan  
b) Pajak Tidak Langsung  
Pajak Tidak Langsung ialah pajak yang bebannya dapat dialihkan 
pada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan 
pajak.  
2) Menurut Sifatnya 
a) Pajak Subjektif  
Pajak subjektif ialah pajak yang berpangkal pada subjeknya 
sedangkan pajak objektif berpangkal kepada objeknya. Suatu 
pungutan disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan 
diri wajib pajak. 
Misalnya : PPH  
b) Pajak Objektif  
Pajak objektif merupakan pajak yang berpangkal pada objeknya, 
tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
Misalnya : Pajak Pertambahaan Nilai. 
3) Menurut Lembaga Pemungutannya 
a) Pajak pusat  
Pajak yang dihasilkan dari pungutan dan dioleh pemerintah pusat 
sehingga sebagian besarnya pajak dikelolah oleh Direktorat jendral 





untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, 
pembangunan sekolah, bantuan kesehatan dan lain-lainya. 
b) Pajak Daerah  
Pajak yang dihasilkan dari pungutan pajak dikelola oleh pemerintah 
daerah itu sendiri, dari hasil pungutannya pajak tersebut 
dimanfaatkan sebagai pembiayaan belanja pemerintah daerah dan 
lain sebagainya. 
e. Tata Cara Pemungutannya 
Menurut mardiasmo (2016:6) tata cara pemungutan pajak terdiri dari: 
1) Stelsel Pajak 
a) Stelsel Nyata (Real Stelsel) 
Pajak yang dipakai berdasarkan penghasilan yang nyata, maka dari 
itu pemungutan pajaknya hanya bisa dilakukan pada akhir tahun 
pajak yaitu sesedah pendapatan sebenarnya diketahui. Keuntungan 
dari stelsel ini pajak yang dikenakan lebih realistis. Akan tetapi 
kekurangannya yaitu pajak yang baru hanya dapat dikenakan pada 
akhir periode sesudah pendapatan diketahui.  
b) Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel) 
Pajak yang dikenakan berdasaikan suatu anggapan yang diatur oleh 
undang-undang, contohnya penghasilan satu tahun dianggap sama 
seperti tahun sebelumnya,oleh karna itu, awal tahun pajak sudah 
ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan. 





tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya 
adalah pajak yang dibayar tidak didasarkan keadaan yang 
sebenarnya. 
c) Stelsel Campuran 
Adalah stelsel dari antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada 
dari tahun, banyaknya pajak dihitung menurut suatu anggapan 
kemudian pada akhir tahun banyaknya pajak sebanding dengan 
keadaan yang sesungguhnya. Apabila banyaknya pajak berdasarkan 
kenyataan lebih dari pada pajak berdasarkan anggapan, maka wajib 
pajak harus menambahkan Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya 
maka dapat diminta kembali. 
2) Asas Pemungutan 
a) Asas Domisili (Asas tempat tinggal) 
Asas domisili merupakan asas dimana negara berhak menerapkan 
pajak atas semua pendapatan wajib pajak yang bertempat tinggal di 
wilayahnya, baik pendapatan yang berasal dari dalam maupun luar 
negeri. 
b) Asas Sumber 
Asas Sumber merupakan asas dimana negara berhak menerapkan 
pajak atas pendapatan yang diperoleh di wilayahnya tanpa 







c) Asas Kebangsaan 
Asas yang pengenaaan pajaknya berhubungan dengan kebangsaan 
suatu negara. 
2. Pajak Daerah 
a. Pengertian Pajak Daerah 
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 
2009 Pajak daerah adalah kontibusi wajib oleh orang pribadi atau badan 
kepada daerah itu sendiri tanpa memperoleh imbalan secara langsung, 
bersifat memaksa dan berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintah daerah dan pembanunan daerah itu sendiri. 
b. Sistem Pemungutan dan Pemungut Pajak Daerah 
Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 diberlakukanya sistem 
pemungutan pajak di setiap daerah meliputi: 
1) Sistem Pemungutan Pajak Daerah 
Pada saat ini pemungutan pajak daerah menggunakan 3 sistem 
pemungutan, yaitu: 
a) Dibayar sendiri oleh wajib pajak 
b) Ditentukan oleh kepala daerah 
c) Dipungut oleh pemungut pajak 
2) Pemungut Pajak Daerah 
Pemungutan Pajak Daerah berkerjasama dengan pihak ketiga 






a) Percetakan formulir perpajakan 
b) Pengiriman surat-surat untuk wajib pajak 
c) Penghimpunan data objek subjek pajak 
Untuk Wajib Pajak, sesuai dengan ketetapan kepala daerah atau 
dibayar sendiri oleh wajib pajak : 
a) Diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) 
b) Surat Keputusan Pembetulan 
c) Surat Keputusan Keberatan 
d) Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran 
pajak. 
c. Jenis Pajak Daerah 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,  jenis pajak 
daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu : 
1) Pajak Daerah Provinsi  
a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 
b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 
c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 
Permukaan 
2) Pajak Daerah Kabupaten/Kota : 
a) Pajak Hotel dan Restoran 
b) Pajak Reklame 





d) Pajak Parkir  
e) Pajak Penerangan Jalan 
3. Pajak Kendaraan Bermotor 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak 
Kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan atas 
penguasaan kendaraan bermotor. Yang termasuk dalah kendaraan 
bermotor semua kendaraan beroda beserta gendengannya yang 
digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan 
teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk 
mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak 
kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan 
alat-alat besar yang dalam operasinnya menggunakan roda dan motor 
dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang 
dioperasikan di air.  
Pajak kendaraan bermotor pada umunya tidak semuanya ada pada 
seluruh daerah provinsi yang ada di indonesia. Hal ini berhubungan 
dengan kewenangan yang di berikan kepada pemerintah provinsi untuk 
memakai atau tidak memakai suatu jenis pajak provinsi. Sehingga,  
untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi maka pemerintah 
daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan Daerah yang 
mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang akan menjadi 





Pajak Kendaraan Bermotor di daerah provinsi yang bersangkutan 
(Nadira, 2015: 10). 
Pada masa transisi ini diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 ini sebagai dasar pungutan Pajak Kendaraan Bermotor 
(PKB) di indonesia dan berdasarkan pada hukum yang jelas dan kuat, 
sehingga masyarakat harus mematuhi dan pihak yang terkait. Dasar 
hukum pemungutan PKB di suatu provinsi sebagai berikut : 
1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur  Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah. 
2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan 
pergantian dari  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang 
mengatur Pajak Daerah dan retribusi Daerah. 
3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 yang mengatur Pajak 
Daerah. 
4) Keputusan Gubernur tentang Pajak Kendaraan Bermotor sebagai 
aturan penerapan Peraturan Daerah yang mengatur Pajak 
Kendaraan Bermotor pada masing-masing Provinsi. 
5. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 ayat 1, 
besarnya tarif pajak PKB untuk kendaraan bermotor pribadi ditetapkan 







a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi 
1) Bagi pemilik kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 
2%. 
2) Bagi pemilik kendaraan bermotor 4 (empat) kedua dan berikutnya 
didasarkan dengan nama, alamat yang sejenis san sama dengan kartu 
identitas pengenal diri, diberlakukan secara progresif sebagai 
berikut: 
a) Pajak Kendaraan Bermotor bagi pemilik kedua, sebesar 2,5% 
(dua koma lima persen). 
b) Pajak Kendaraan Bermotor bagi pemilik ketiga, sebesar 3% 
(tiga persen). 
c) Pajak Kendaraan Bermotor bagi pemilik keempat, sebesar 
3,5% (tiga koma lima persen). 
d) Pajak Kendaraan Bermotor bagi pemilik kelima dan 
seterusnya sebesar 4% (empat persen). 
1) Bagi pemilik kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) dan 
berikutnya berdasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai pada 
kartu identitas pengenalan diri, ditetapkan secara progresif sebagai 
berikut : 
a) Pajak Kendaraan Bermotor bagi pemilik kedua, sebesar 
2,5% (dua komadua puluh lima persen). 
b) Pajak Kendaraan Bermotor bagi pemilik ketiga, sebesar 





c) Pajak Kendaraan Bermotor bagi pemilik keempat, sebesar 
3,5 % (tiga koma lima persen). 
d) Pajak Kendaraan Bermotor bagi pemilik kelima dan 
seterusnya sebesar 4 % (empat persen). 
b. Besarnya tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum ditetapkan 
sebanyak 1% (satu persen). 
c. Besarnya tarif pajak kendaraan bermotor ambulance, pemadam kebakaran, 
sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan ditetapkan sebanyak 
0,5% (nol koma lima persen) 
d. Besarnya tarif pajak kendaraan bermotor Pemerintah/Pemerintah 
Daerah/TNI/Polri ditetapkan sebanyak 0,5% (nol koma lima persen). 
e. Besarnya tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat besar dan alat-alat berat 
ditetapkan sebanyak 0,2% (nol koma dua persen). 
Tata cara pelaksanaan pemungutan pajak progresif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan degan Peraturan Gubernur. 
6. Saat Terutang Pajak, Masa Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak 
Kendaraan Bermotor 
Pajak krendaraan bermotor yang terutang harus dibayar oleh wajib 
pajak dikemudian hari, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak 
berdasarkan  kebijakan peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor 
yang ditentukan oleh pemerintah daerah provinsi setempat. Pajak terutang 





Pajak kendaraan bermotor yang terutang dikenakan mulai masa pajak 
dua belas bulan berturut-turut terhitung pada saat pendaftaran kendaraan 
bermotor. Pemungutan PKB dilaksanakan bersamaan dengan penerbitan 
Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Pemungutan pajak tahun 
berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh kepala 
daerah. PKB dibayar langsung dimuka untuk masa pajak dua belas bulan 
kedepan. Untuk PKB yang karena keadaan kahar (force majeure) masa 
pajaknya tidak sampai dua belas bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak 
yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui. Yang 
dimaksud dengan “kahar (force majeure)” adalah suatau keadaan yang 
terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib pajak, misalnya kendaraan 
bermotor tidak dapat digunakan lagi karena bencana alam. 
Pajak Kendaraan yang terutang dipungut di wilayah provinsi tempat 
kendaraan bermotor terdaftar. Hal ini berkaitan dengan kewenangan 
pemerintah provinsi yang hanya terbatas atas kendaraan bermotor yang 
terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya (Siahaan. 2016: 188). 
7. Pajak Progresif 
a. Pengertian Pajak Progresif 
 Pajak progresif adalah pajak yang dibebankan kepada pemilik 
kendaraan bermotor, baik berupa mobil ataupun sepeda motor. Jika 
jumlah kendaraan lebih dari satu dengan nama pribadi atau nama anggota 






 Dasar pengenaan pajak progresif tertapat pada Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada 
Undang-undang ini menjelaskan pembayaran pajak kepemilikan kedua 
dikelompokan manjadi tiga, yaitu: 
1) Kepemilikan kendaraan roda kurang dari empat. 
2) Kepemilikan kendaraan roda empat. 
3) Kepemilikan kendaraan roda lebih dari empat. 
Contoh: Pak budi memiliki satu mobil, satu motor, dan satu truk 
dalam satu rumah. Semua kendaraan tersebut atas nama pak budi 
sendiri. Masing-masing kendaraan ditetapkan menjadi kepemilikan 
pertama karena berbeda jenis. Otomatis, Anda hanya dikenakan 
pajak progresif pertama. 
b. Tarif Pajak Progresif 
Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009,  Pajak 
progresif kendaraan bermotor ditentukan sebagai berikut: 
1) Bagi kepemilikan kendaraan bermotor pertama dikenakan biaya 
paling sedikit 1%, sedangkan paling besar 2%. 
2) Bagi kepemilikan kendaraan bermotor kedua, ketiga, dan 
seterusnya dibebankan tarif paling rendah 2% dan paling tinggi 
10%. Meski persentase tarif sudah ditetapkan, setiap daerah 
memiliki kewenangan untuk menetapkan besarannya. Syaratnya, 
jumlah tarif tersebut tidak melebihi rentang yang dicantumkan 





Supaya lebih paham, Anda bisa simak tabel persentase pajak progresif 
berikut ini. 
Tabel 3.1 
Presentase Pajak Progresif 
Urutan kepemilikan Tarif Pajak 
Kendaraan Pertama 2% 
Kendaraan Kedua 2,5 % 
Kendaraan Ketiga 3 % 
Kendaraan Keempat 3,5 % 
Kendaraan Kelima 4 % 
Kendaraan Keenam 4,5 % 
Kendaraan Ketujuh 5 % 
Kendaraan Kedelapan 5,5 % 
Kendaraan Kesembilan 6 % 
Kendaraan Kesepuluh 6,5 % 
Kendaraan Kesebelas 7 % 
Kendaraan Kedua belas 7,5 % 
Kendaraan ketiga belas 8 % 
Kendaraan Keempat Belas 8,5 % 
Kendaraan Kelima Belas 9 % 
Kendaraan Keenam Belas 9,5 % 

















1. Dasar hukum pemungutan tarif progresif 
 Pada masa diberlakuannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
ini, pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di indonesia saat ini 
berdasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga masyarakat 
wajib mematuhi dan juga pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan 
Pajak Kendaraan Bermotor di provinsi adalah sebagai berikut : 
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 yang mengatur tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan pasal 6 Undang-
Undang Nomor 28 tahun 2009,  Pajak progresif kendaraan bermotor 
ditentukan sebagai berikut: 
1) Bagi kepemilikan kendaraan bermotor pertama dikenakan biaya 
paling sedikit 1 persen, sedangkan paling besar 2 persen. 
2) Bagi kepemilikan kendaraan bermotor kedua, ketiga, dan seterusnya 
dibebankan paling rendah 2 persen dan paling tinggi 10 persen. 
b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang mengatur tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 








2. Pelaksanaan Pemungutan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor 
 Penerapan Pajak Progresif merupakan salah satu upaya pemerintah 
dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah. Kebijakan pemerintah 
dengan memberlakukannnya tarif progresif pajak kendaraan bermotor tidak 
hanya memiliki tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
tertapi juga bertujuan untuk menciptakan rasa kadilan pada masyarakat 
tingkat bawah dari segi pengenaan pajaknya dan ditujukan untuk 
mengurangi peningkatan terhadap kendaraan bermotor yang setiap 
tahunnya mengalami kenaikan sehingga membuat jalanan semakin padat 
terutama di wilayah perkotaan.  
 Kebijakan pembatasan jumlah kendaraan terutama kendaraan pribadi 
ini sangat perlu diperhatikan, penggunaan kendaraan bermotor diharapkan 
akan mampu mengurangi penggunaan BBM oleh kendaraan pribadi yang 
jumlahnya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, tabel berikut 
menampilkan perkembangan jumlah kendaraan bermotor. 
Tabel 3.2 
 Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis 
(Unit) Per 2017-2019 
Jenis Kendaraan 
Bermotor 
2017 2018 2019 
Mobil Penumpang 14.968.202 15.830.698 16.592.419 
Mobil Bus 223.359 232.872 241.569 
Mobil Barang 4.740.902 5.097.254 5.200.888 
Sepeda Motor 106.200.245 117.657.952 122.771.136 
Jumlah 145.922.708 167.508.776 190.617.012 





Kepemilikan kendaraan bermotor untuk dapat ditetapkan sebagai 
pajak progresif kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau 
alamat yang sama. Maksud dari pernyataan tersebut adalah nama 
dan/atau alamat yang sama dalam suatu keluarga yang dibuktikan 
dengan Kartu Susunan Keluarga (KSK) yang diterbitkan oleh instansi 
yang berwenang. 
Penerapan pajak progresif kepemilikan kendaraan bermotor di 
Samsat Kota Tegal didasarkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 2 Tahun 2011. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa 
kepemilikan kendaran roda empat maupun roda dua dengan nama dan 
alamat yang sama dikenakan tarif pajak progresif. 
Untuk tarif progresif sepeda motor hanya dikenakan bagi 
kepemilikan kedua dan seterusnya dengan kapasitas silinder di atas 250 
CC dan roda empat yang kepemilikannya sama dikenakan tarif 
progresif meliputi minibus, sedan, jeep dll. 
Pemungutan tarif progresif pajak kendaraan bermotor pada Samsat 
Kota Tegal merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan 
wajib pajak dalam mempengaruhi kepatuhan membayar Pajak 
Kendaraan Bermotor (PKB). Pada Samsat Kota Tegal pemungutan tarif 
progresif Pajak Kendaraan Bermotor menggunakan sistem official 
assesment yaitu pemerintah melalui pegawai pajak berperan aktif dalam 






Untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor wajib pajak  bisa 
langsung mendatangi Kantor Samsat Kota tegal dengan membawa 
berkas dan membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan nominal 
yang sudah ditentukan oleh pegawai pajak atau pun dengan cera 
membayarkan pajak kendaraan melalui online menggunakan aplikasi 
E-Sakpole yang sudah disediakan oleh Pemerintan Provinsi Jawa 
Tengah. 
Berikut syarat dalam pembayaran Pajak kendaraan bermotor 
tahunan : 
a. Siapkan berkas-berkas wajib yang harus dibawa antara lain 
KTP asli pemilik kendaraan (dan satu fotokopi), STNK asli 
pemilik (dan satu fotokopi). 
b. Serahkan berkas-berkas wajib yang sudah disiapkan (KTP 
dan STNK) ke loket pendaftaran. 
c. Setelah itu petugas akan melakukan pengecekan data, wajib 
pajak dimohon untuk menunggu. 
d. Setelah dipanggil berdasarkan nama yang tertera diSTNK, 
silakan melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang 
tertera. 
e. Petugas akan menyerahkan STNK dan Notice pajak yang 
sudah dicap dan ditandatangani. 
Pada dasarnya pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 





di seluruh Jawa Tengah yang artinya pemungutan dan prosedur 
pelayanan sudah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Tengah. Dimana secara umum pemungutannya ditentukan oleh 
pemerintah melalui pegawai pajak yang bertugas untuk menghitung 
besarnya nominal pajak kendaraan bermotor  sebagaimana tertera pada 
STNK, sehingga wajib pajak diminta untuk memenuhi kewajibannya 
yaitu membayar pajak kendaraan bermotor. Proses pembayaran PKB, 
pengesahan STNK dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu jam 
sejak saat pendaftaran atau pengesahan berkas permohonan. Tabel 
berikut menampilkan jurnal progresif pajak kendaraan bermotor pada 














 Jurnal Progresif Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kota Tegal 
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880,000 0 2 
2. G-7046-AE WARINI 











7,056,000 432,500 2 
3. G-7899-BE VERDY 











5,334,000 0 2 
4. G-7985-ME HARTANTO 










205,000 0 2 
5. G-8614-CE RINNA HARJANTO 











861,000 0 2 
6. G-86-20-CE MUKIDIN ISWANTO 
JL KARIMUN JAWA 












1,323,000 26,500 2 
7. G-8684-HE ALI MAFTUKHI 

















8. G-8752-QE LUKITO 
SISWALUYO 









105,000 2,500 2 
9. G-8782-Pe ROBERT 
AGUSTINUS 
SIANIPAR 










2,184,000 44,000 2 











2,877,000 0 2 
11. G-8933-Bf SUBAGYO 











798,000 16,000 2 
12. G-9053-Az SYAFRUDIN 
PERUM SAPHIRE 









13,776,000 551,500 2 












2,751,000 0 2 











2,457,000 344,000 2 













2,247,000 0 2 
16. G-9344-Pe JUDIA SUZANTY 










6,552,000 131,500 2 
17. G-9408-Ce TAN ING DJIE 
JL TAMAN 





























8,636,500 0 3 














10,017,000 0 4 





3. Faktor penghambat dan solusi tarif progresif 
Pajak kendaraan merupakan salah satu pemasukan terbesar dalam 
Pendapatan asli daerah di Kota Tegal, sehingga pemungutan pajak 
kendaraan bermotor harus menjadi hal serius dalam pengelolaan dan 
pemungutannya. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kota Tegal 
dalam melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Salah satuya 
upaya yang dilakukan dengan penguatan dibidang hukum sebagai dasar 
atau pijakan untuk menyadarkan masyarakat agar mengerti betapa 
pentingnya membayar pajak. 
Berlakunya pajak progresif menimbulkan dampak bagi 
masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak 
positif dari berlakunya pajak progresif kendaraan bermotor ini diantaranya 
berkurangnya jumlah kendaraan bermotor, terutama mobil. Sedangkan 
bagi pemerintah daerah dengan berlakunya pajak progresif untuk 
kendaraan bermotor menyebabkan bertambahnya jumlah pendapatan 
daerah dari sektor pajak daerah. Dampak negatif yang sering terjadi dalam 
masyarakat yaitu masyarakat sebagai wajib pajak melakukan 
penyelundupan hukum untuk menghindari pembayaran pajak kendaraan 
bermotor yang lebih besar. 
Hambatan dalam pemungutan pajak pada terdiri dari dua 
perlawanan yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif 
merupakan hambatan yang dapat mempersulit pemungutan pajak dan 





perlawanan aktif  merupakan perbuatan yang secara langsung ditujukan 
kepada pemerintah dengan tujuan untuk menghindari pajak. Penerapan 
tarif progresif  dalam pajak kendaraan bermotor sangat membutuhkan 
adanya ketepatan administrasi dalam pengolahan dana dan fakta wajib 
pajaknya. Masih ada beberapa data pemilik kendaraan bermotor yang 
belum melakukan Bea Balik Nama walaupun hak kepemilikannya sudah 
berubah. 
Dasar pengenaan Pajak Progresif tidak hanya berdasarkan nama, 
tapi juga didasarkan pada alamat wajib pajak yang terdaftar dalam satu 
kartu keluarga. Apabila ada seorang wajib pajak yang memiliki kendaraan 
lebih dari satu baik itu mobil atau motor dengan nomor plat yang berbeda 
dan bukan atas nama pribadi tetapi alamatnya sama masih dalam satu kartu 
keluarga maka akan di kenakan pajak progresif, sebaliknya jika ada 
seorang wajib pajak yang memiliki kendaraan lebih dari satu baik itu mobil 
atau motor dengan nomor plat yang berbeda dan bukan atas nama pribadi 
dan dengan alamat yang berbeda maka tidak akan dikenakan pajak 
progresif. 
Beberapa faktor penghambat dalam penerapan pajak progresif di 
kantor Samsat Kota Tegal yang sering terjadi di masyarakat terhadap 
kendaraan yang dimilikinya : 
a. Masih banyak wajib pajak pemilik pertama yang apabila menjual 
kendaraan bermotor tidak melapor ke kantor Samsat Kota Tegal 





kendaraan bermotor yang sudah dijual tidak segera dilakukan proses 
balik nama oleh pemilik kedua dan/atau seterusnya. Akibatnya jika 
wajib pajak pemilik pertama membeli kendaraan baru dan melapor ke 
Samsat akan terkena pajak progresif. 
b. Nama dan alamat wajib pajak yang seharusnya sama, namun dalam 
penulisan data di komputer Samsat menjadi tidak sama karena tidak 
adanya petunjuk untuk keseragaman penulisan nama, gelar, nama 
jalan, pemenggalan spasi dan lain-lain. 
Untuk menyelesaikan faktor hambatan tersebut Samsat Kota 
Tegal memberikan solusi agar wajib pajak dapat melaporkan kepada 
Samsat untuk dilakukan pemblokiran pada kendaraan yang telah dijual 
atau tidak lagi dimilikinya dengan cara apapun (waris, hibah, dll). 
Sehingga, data kepemilikan akan dihapus dan wajib pajak tidak perlu 
untuk membayar pajak kendaraan yang sudah tidak lagi dimilikinya. 
serta pemerintah Jawa Tengah agar mensosialisasi lebih tegas untuk 
merubah masyarakat menjadi budaya sadar bayar pajak kendaraan 
bermotor tepat waktu. Dan melakukan tindakan dilapangan secara 
langsung terhadap masyarakat yang tertunggak pajak kendaraan 
bermotor. Berikut ini tabel target realisasi pajak kendaraan bermotor 









Target Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021 
NAMA REKENING TARGET REALISASI PRESENTASE 
Mobil Penumpang Sedan 
Pribadi 
144,474,763,000 21,063,990,000 14,58 % 
Mobil Penumpang Sedan 
Umum 
498,414,000 117,479,000 23,57 % 
Mobil Penumpang Sedan 
Pemda 
737,246,000 113,860,000 15,44 % 
Sepeda Motor Roda Dua 
Pribadi 
1,954,677,509,000 360,509,579,000 18,44 % 
Sepeda Motor Roda Dua 
Pemda 
2,962,538,000 354,046,000 11,95 % 
Sepeda Motor Roda Tiga 
Pribadi 
1,957,100,000 1,113,320,000 56,89 % 
Sepeda Motor Roda Tiga 
Pemda 
135,176,000 28,108,500 20,79 % 
Mobil Penumpang Jeep 
Pribadi 
252,698,899,000 47,483,098,000 18,79 % 
Mobil Penumpang Jeep 
Pemda 
901,071,000 147,681,000 16,39 % 
Mobil Penumpang 
Minibus Pribadi 
1,973,066,230,000 377,632,987,000 19,14 % 
Mobil Penumpang 
Minibus Umum 
3,168,860,000 496,230,600 15,66 % 
Mobil Penumpang 
Minibus Pemda 
10,783,329,000 1,357,989,000 12,59 % 
Mobil Microbus Pribadi 
 
21,831,694,000 4,529,349,000 20,75 % 
Mobil Microbus Umum 
 
4,095,448,000 612,776,000 14,96 % 
Mobil Microbus Pemda 
 
736,907,000 123,831,500 16,80 % 
Mobil Bus Pribadi 
 
983,135,000 321,483,500 32,70 % 
Mobil Bus Umum 
 
8,860,816,000 1,018,347,500 11,49 % 
Mobil Bus Pemda 
 
74,273,000 15,052,500 20,27 % 
Mobil Beban Pick Up 
Pribadi 
326,140,539,000 63,246,675,650 19,39 % 
Mobil Beban Pick Up 
Umum 





Mobil Beban Pick Up 
Pemda 
1,192,551,000 212,482,500 17,82 % 
Mobil Beban Light Truck 
Pribadi 
293,161,499,000 55,046,902,500 18,78 % 
Mobil Beban Light Truck 
Umum 
54,749,405,000 6,581,472,500 12,02 % 
Mobil Beban Light Truck 
Pemda 
1,885,543,000 267,140,000 14,17 % 
Mobil Beban Truck 
Pribadi 
44,537,387,000 8,705,918,500 19,55 % 
Mobil Beban Truck 
Umum 
38,946,655,000 5,741,918,500 14,74 % 
Mobil Beban Truck Pemda 405,711,000 39,743,000 9,80 % 
Mobil Beban Blind Van 
Pribadi 
8,396,644,000 2,281,426,500 27,17 % 
Mobil Beban Blind Van 
Umum 
5,629,000 3,957,000 70,30 % 
Mobil Beban Blind Van 
Pemda 
16,913,000 8,495,000 50,23 % 

















A. Kesimpulan  
Berdasarkan dari hasil penyusunan Tugas Akhir maka dapat diambil 
kesimpulan : 
1. Proses pemungutan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor di 
Samsat Kota Tegal menggunakan sistem official assesment dan 
sudah sesuat dengan prosedur kebijakan Pemerintan Provinsi Jawa 
Tengah. 
2. Faktor penghambat dalam penerapan pajak progresif di Samsat Kota 
Tegal terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang 
pentingnya melakukan proses Bea Balik Nama bagi kendaraan yang 
sudah dijual agar tidak dikenakan pajak progresif. 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan maka terdapat beberapa saran 
yang harus di perhatikan untuk merubah menjadi lebih baik meliputi : 
1. Proses pemunutan tarif progresif pajak kendaran bermotor di Samsat 
Kota Tegal sudah dilaksaakan dengan efektif sesuai prosedur yang 
ada. Harapan kedepan untuk pihak samsat supaya tetap 
mempertahankan kinerja dalam melakukan proses pemungutan agar 






2. Melihat dari faktor hambatan penulis hanya berpesan agar Samsat 
Kota Tegal melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik itu 
melalui media cetak atupun media online tentang pentingnya 
membayar pajak kendaraan bermotor terutama pajak progresif  
supaya masyarakat terhindar dari pengenaan tarif progresif dan 
untuk merubah masyarakat menjadi budaya sadar bayar pajak 
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lampiran 1.  
JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL, UBAH BENTUK 
KENDARAAN BERMOTOR 









































































































































































































































































































































































































Lampiran 7. Dokumentasi  
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